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MOTO 

 

Seribu langkah perjalanan di mulai dari satu langkah pertama ( Pepatah Cina Kuno ) 

Hidup bukanlah roda yang berputar, tetapi hidup adalah teka-teki. Jika kamu berhasil 

memecahkannya, maka kamu menjadi pemenang ( Syarifuddin ) 
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Pengadilan adalah lembaga subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan 

adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu 

proses mencari mencari keadilan itu sendiri. Peradilan dan pengadilan itu sendiri tidak 

disebutkan secara jelas dalam undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, Namun pada pasal 2 ayat (1) dan (2) ada mengatur bahwa peradilan 

dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Dalam undang-undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada 

pasal 58 ayat 2 menyebutkan dalam sengketa internal organisasi masyarakar hanya 

bisa dilakukan upaya hukum kasasi.  

Upaya hukum sendiri adalah salah satu proses dalam peradilan yang dapat di tempuh 

apabila salah satu dari pikah yang berperkara tidak merasa puas terhadap putusan 

pengadilan Negeri yang sudah ada. 

Upaya hukum sendiri memiliki beberapa tahapan, yang pertama adalah upaya hukum 

banding yang mana dapat di ajukan pada pengadilan tinggi terhadap putusan 

pengadilan negri yang di rasa oleh salah satu puhak yang berperkara kurang 

memuaskan atau memiliki kekeliruan pada putusannya. Setelah melakukan upaya 

hukum banding dan apabila salah satu pihak dari yang berperkara masih merasa 

kurang puas atau masih ada kekeliruan dalam putusan pengadilan tinggi. Maka dapat 

dilakuan kembali upaya hukum kasasi. 

Upaya hukum kasasi sendiri hanya dapat dilakukan setelah suatu perkara telah 

melewati proses upaya hukum banding, hal tersebut di jelaskan pada undang-undang 

No 48 tentang kekusaan kehakiman pada pasal 48 menyebutkan “upaya hukum kasasi 

dapat di tempuh setelah melalui upaya hukum banding atau peraturan mengatur lain” 

    

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahi bagaianakah proses 

persidangan yang melalui upaya hukum kasasi yang sebelumnya tidak melali upaya 

hukum banding, dan mengapa undang-undang No 17 Tahun 2013 secara langsung 

menyebutkan bahwa dalam sengketa internal organisasi masyarakat hanya dapat 

dilakukan upaya hukum kasasi, yang secara langsung meniadakan upaya hukum 

banding. 

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode 

didasarkan atas penelitian kepustakaan serta bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan, 

diatur dalam Pasal 57 – 58 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 
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tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apabila penyelesaian sengketa tidak 

tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi 

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Hal ini 

berdasarkan pada permintaan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika 

melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa 

dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri. Proses 

penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila 

terdapat salah satu pihak yang mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 58 

ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitumg sejak 

tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri. Akan tetapi di 

dalam undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai 

objek sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di 

selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses litigasi.  

2. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat 

dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian 

sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal 

tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tengtang 

makhamah agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya 

hukum kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang. Sehingga dalam 

penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat bisa secara langsung 

mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melewati upaya hukum banding. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah sengketa internal 

organisasi masyarakat dapat di selesaikan melalui upaya hukum banding, dan apa 

keistemewaan dari sengketa internal organisasi masyarakat tersebut sehingga 

upaya hukum yang dapat di lakukan hanya melalui upaya hukum kasasi. 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan 

metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama,  Apabila 

penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat 

memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya 

melalui Mediasi. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik 

terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri.  

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan 

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitumg sejak tanggal 

permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri. Akan tetapi di dalam undang-

undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal 

organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di 

selesaikan melalui proses litigasi.  Kedua Seperti yang telah disebutkan dalam 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait 

penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal 

tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tengtang makhamah 

agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat di 

tentukan lain oleh undang-undang.  

 

Kata Kunci : Peradilan, Pengadilan, Sengketa, Organisasi Masyarakat, Upaya 

Hukum. 
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